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PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA

PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2)
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 57);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2009 Nomor 02);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampug Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor
18) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04
Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
BIAYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Lampung Timur.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lampung Timur yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Bupati Lampung Timur.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
Tim AnggaranPemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati
yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat
perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan
pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat
rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang
memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD
yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan  pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan

biaya pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;

(2) Standar harga satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat

N -

(1) meliputi :

Satuan biaya honorarium,;

Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;

Satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan diluar kantor;
Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;

Satuan biaya pemeliharaan;

Satuan biaya makanan dan minuman;

Satuan biaya pakaian dinas;

Satuan biaya jasa;

Satuan biaya sewa;



j- Satuan biaya pendidikan dan pelatihan;
k. Satuan biaya beasiswa;

1. Satuan biaya penggantian inventaris;
m. Satuan biaya pencetakan; dan

n. Satuan biaya penjiidan;

(3) Standar harga satuan biaya pada Pemerintah Kabupaten
Lampung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(4) Standar harga satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

Pasal 3
(1) Standar Harga Satuan Biaya pada Pemerintah Kabupaten
Lampung Timur digunakan dalam perencanaan dan
pelaksanaan APBD di Kabupaten Lampung Timur;
(2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan biaya
berfungsi sebagai :
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui
dalam penyusunan RKA-SKPD;
b. referensi penyusunan proyeksi maju; dan
c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
(3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan biaya
berfungsi sebagai :
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui
dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
b. estimasi merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang
dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena
adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

(1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau
kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran,
dapat dilakukan perubahan standar harga satuan biaya
sebagaimana dimaksud pasal 2;

(2) Dalam hal terdapat standar harga satuan biaya yang nilainya
belum tercantum di dalam Peraturan Bupati ini, maka
Kepala SKPD dapat mengusulkan besaran standar harga
satuan biaya tersebut secara tertulis kepada Tim Anggaran
Pemerintah Daerah dengan disertai Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bahwa besaran
standar harga satuan biaya tersebut sudah dilakukan
perhitungan oleh SKPD dengan memperhatikan prinsip
efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Dalam hal pelaksanaan anggaran berdasarkan atas biaya riil;

(4) Ketentuan mengenai perubahan standar harga satuan biaya
pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana
dimaksud ayat (1) diatur dengan Perubahan Peraturan
Bupati.

Pasal 5
Ketentuan mengenai standar harga satuan biaya dan tata cara
pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri pada Pemerintah
Kabupaten Lampung Timur mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku pada  kementerian
negara/lembaga.



Pasal 6
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Lampung Timur Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar
Biaya Masukan Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018 Nomor 116) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 10 November 2021
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd.
M. DAWAM RAHARDJO
Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 10 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,
ttd.

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I KETUT BUDIASE, S.H
Pembina Tk. I
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